€TI0 T T00T0Z 8T90S86T "dIN ¢00 T €0S661 FIE06961 'dIN

610¢ Lenuep g ‘ueduepue)y

uelersay ueeuesyea
t oo frjr oottt ]|t |1 |1 |uewnde uelode] yepunp
yerae(

ueInjelad ueduedueyIqnd
1 /reumsniusg

-t l-lel-le | -1e ]| - |1 |1 |ueesdy yedey uererday yepunp

dOs uefuap rensos
ueduepunisd temjered| ueSuepun-Suepuniag JdOS uegduoap | Suek yeiseq wny

ueBueouey eley| wep wnyny wedersuad rensas Fued yeroe( wmyny| npold wefuesuey
000°00+°981 BUBDUIY UBUNSNAUS]| weNefiqey uesnwmniad| | 1 2 g | - 4 2 4 5 1 I - [eprad pei(]| Hnpoid ueueouey yermnp eAueuesyels| |

NVLVTES IVONAS NINH NZLVINEV HYJAVA LVRIVIIAWNES NVONVANN-ONVANANEd NVA WAMNAH NVIDVE
NVONVANN-DNVANNIAd NVINLVIEd HVEans
(AI NOTESE) SVMVONIL LVEVIrEd 6102 NNHV.L VANEANIM NVICNVOSdd



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : FAKHRIDY KASUMA, S.H

NIP

: 19850628 201001 1 012

PANGKAT / GOL : PENATA (Il /c)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Triwulan : 1 Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan rancangan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati
serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% ) Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari

1 (satu) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100,00%

atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah yang

sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 20,56%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/ Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

E=a |

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

e ———
Capaian diteliti ulang
# ! Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulanl tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%
(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yan g
disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan SKPD/Lembag/Instansi /Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubag. Peraturan Perundang-
undapgan,

J

H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19850628 201001 1 012




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : FAKHRIDY KASUMA, S.H

NIP

: 19850628 201001 1 012

PANGKAT / GOL : PENATA (IIl/c)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Triwulan :II Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan rancangan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati
serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja shb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, rata-rata
capaian kinerja Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian
Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari
1 (satu) Sasaran dan 3 (empat) indikator sasaran dapat mencapai
100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai
berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah yang

sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari
target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 2 1,98%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/ Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

i__ - "
, Laporan kurang baik
| I
v Laporan sudah baik
L
l Laporan diperbaiki
T i - - - ..
i Realisasi diteliti ulang
(S
Capaian diteliti ulang
L Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).
)

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang
diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulanl tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%
(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang
disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan SKPD/ Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.
Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubag. Pe ran Perundang-
HRI, S.H.,M.Si

H. ZAINI F. FAKHRIDY KASUMA, S.H.
Pembina Tk. I Penata
NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19850628 201001 1 012




400 & 09861 S0019961 'dIN
NVINISVIAL

2

MM [SEIofu] Uep watmnyoq wiolediusd

610 Wenuep z( ‘wesuepue)y

610 © $0900T S0601861 ‘dIN
HS VNVINIEd IaVINsSng ‘W

o |.|..\V

v.\‘“.‘iulhli\..ﬁ‘q‘l..- -

WNIHNH SeMIoya] Uep [SejustunIjoq Feqquseyy
©npoy yeqrd

. . . I I | I I I uelode uesele epeday weelleyad ueeuesyead welodejad weunsniuad ueseuesyeepN
| wnsjny
1 I 1 ! 1 1 L t L HeocK] Iseuniojur uep uswmsjop ueejosFuad wetode] reunsniusd weyeiory weynEEN
I 1 1 1 1 1 I I 1 uejelbay| win3{ny ISeULIojUL Uep uswnyop weejopFuad 1seurprooy wereidey ueynseep Wn[nY ISeULIopU] UEp UsWNIOp
Buepiq ip welode| urunsnfusd
uep Iseulpiooy] ‘ueyeq uederfuad
i 0 [ uewnyoq| ureioid ueejojaBuad weFusp ueyresioq Fued viep uep eley ueyeq ueyderiuapy nudysw Fues weefoefuad| |
uejeIfey uedeURSHe[N
g 4 € 4 I
CEESEEEEEEYEE S eBoy wervsng
wenyeq weresey efxeury royeqrpul wey o,
-oy weng jefire], . z

NVIVTIES IVONNS NINH NILVINEVH HVIEVA LVINV.LINHAS
WNHNH ISVINHOJINI NVJ ISVILNINNNOJ DvVadans
WOMNH ISVAROJINI NVA NHNNHOJ VIOTIDNEd NV.LVEVE 610T NOHV.L VMUIANIN NVICNVrNad




LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2019

PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
2019



Laporan Kinerja Triwulan |
@engelola Dokumen dan Informasi Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Huly Sungai Selatan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /  kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum yang nantinya akan menunjang pencapaian
target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang
dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informas;j

yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 April 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi
H m,

e

AN
NIP. 19661005 198602 2 007



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWUL
®engelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukyum dan @erundang-Undangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor a3
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan
capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan
tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pengelola Dokumen

dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah.



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1 2(!19
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukym dan Q’eruﬂfang—’l}ndhmm

1.2. Pembentukan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Setda Kab. HSS

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum berada dibawah
Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Struktur organisasi Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

SekretaTis Daerah

Kepala Bagian
I

Kasub. Bagian
Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum

Pengelola Dokumen
dan informasi Hukum

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan informasi

hukum.

1.3. Uraian Tugas Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki uraian tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan

pengelolaan program:



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
Pengelols Dokumen dun Informasi Hukym Bag. Hukum dan @erundang-Undangan

2. Melakukan kegiatan koordinasi pengelolaan dokumen dan
informasi hukum;

3. Melakukan kegiatan penyusunan laporan  pengelolaan
dokumen dan informasi hukum;

4. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan
kepada atasan ;
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain -
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan uraian tugas Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan
informasi hukum. Tugas pokok dan fungsi dari Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan menunjang kinerja kasubbag Dokumentasi dan
Informasi Hukum dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah
dalam hal peningkatan akuntabilitas instansi dan kualitas layanan
publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan

Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
fumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain Jjuga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Pengelola Dokumen dan
Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel berikut -
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3.2. Pengukuran
Capaian perjanjian kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan L Sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Pengelola Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan I sudah

mencapai target yang dibebankan yaitu 100%.
Hingga berjalan triwulan I tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hokum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi dan efisiensi pendokumentasian informasi hukum

secara tepat waktu.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

| | Laporan kurang baik
1 |
LN Laporan sudah baik
-
oo LN Laporan diperbaiki
Realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
fre—""=1 . :
j Lam-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V)

38
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul
draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-
undangan sehingga pendokumentasian produk hukum berjalan

lebih cepat;

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum, Hukum,

M. RUSMADI PERMANA, SH MASINTAN

Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810905 200604 2 019 NIP. 19850404 200604 2 007
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PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
2019



Laporan Kinerja Triwulan

Pengelols Doksmen dan Informasi Hukum
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum yang nantinya akan menunjang pencapaian
target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang
dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi
yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada tahun-tahun
berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Juli 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum,

INTAN
NIP. 19661005 198602 2 007
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan - Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan
capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan
tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah,
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1.2. Pembentukan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Setda Kab. HSS

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum berada dibawah
Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Struktur organisasi Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

eSS

Sekretalj'is Daerah

Kepala Bagian

Kasub. Bagian
Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum

Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan informasi

hukum.

1.3. Uraian Tugas Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki uraian tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan

pengelolaan program;



2. Melakukan kegiatan koordinasi pengelolaan dokumen dan
informasi hukum;

3. Melakukan kegiatan penyusunan laporan  pengelolaan
dokumen dan informasi hukum;

4. Melaksanakan pényusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan
kepada atasan;



LAPORAN CAPAJAN KINERJA Triwulan
@engelola Dokumen dan Informasi 3
BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain -
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan,
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan uraian tugas Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan
informasi hukum. Tugas pokok dan fungsi dari Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan menunjang kinerja kasubbag Dokumentasi dan
Informasi Hukum dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah
dalam hal peningkatan akuntabilitas instansi dan kualitas layanan
publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan

Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :
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3.1.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwul
@engelola Dokumen dan Informasi Hi
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Pengelola Dokumen dan

Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel berikut :
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3.2. Pengukuran

Capaian perjanjian kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan II. Sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Pengelola Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan II sudah

mencapai target yang dibebankan yaitu 100%.
Hingga berjalan triwulan II tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi dan efisiensi pendokumentasian informasi hukum

secara tepat waktu.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik
.
N, Laporan sudah baik
] Laporan diperbaiki

g Realisasi diteliti ulang
——— Capaian diteliti ulang
1

, % Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V)
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LAPORAN CAPAIAN KIN
@Pengelola Dokumen dan Informasi Hi

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul

draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-

undangan sehingga pendokumentasian produk hukum berjalan

lebih cepat;

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pengelola Dokumen dan Informasi

Hukum, Hukum,
— B 2 - o - t
MASINTAN

M. RUSMADI PERMANA, SH
Penata Muda Tingkat I

Penata Tingkat I
NIP. 19810905 200604 2 019 NIP. 19850404 200604 2 007
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NAMA
NIP

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

: MOHAMAD RUSMADI PERMANA,SH
: 197612252007011012

PANGKAT / GOL : Penata TingkatI / Il d
JABATAN : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

’_l‘riwulan ) : 1 Tahun 2019‘

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum;

melakukan pengumpulan dan dokumentasi semua Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

. melakukan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan

kodifikasi produk hukum;

- menyiapkan bahan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang

telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ke dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

- memberikan pelayanan pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi (SJDI) Hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan;

melaksanakan administrasi, inventarisasi dan menyusun indek produk
hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya secara
berkala;

menyiapkan data dan bahan serta melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan
produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk

hukum daerah dan peraturan perundang-undangan;
melakukan proses penomoran dan registrasi produk hukum Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3

(tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai target

dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya Produk Hukum Daerah Yang
Berkualitas 100% dari target.
Indikator Kinerja :

- Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan yang di
laksanakan, tercapai 100% dari target
- Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah, tercapai 100% dari

target
- Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu, tercapai 100%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerpan Hukum dan Perundang undangan melalui
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dengan
serapan anggaran sebesar 10,90%, melalui Kegiatan Publikasi dan
Dokumentasi Peraturan Perundang Undangan dengan serapan
anggaran sebesar 43,27%, melalui Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang undangan dengan serapan anggaran sebesar 12,32%



Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu kurangnya
sarana pendukung terutama tenaga yang menguasai ITE sebagai
aparatur yang membidangi Jaringan Dokumentasi Informasi di

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda HSS.

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Penggandaan Produk
Hukum daerah saat ini dianggap kurang efektif sehingga di anggap perlu
mengikuti bimtek terkait dengan penyebarluasan dan produk hukum
daerah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

l “ | Laporan kurang baik
i

[ v Laporan sudah baik
e ————

[ B Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

! Capaian diteliti ulang
g Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%
(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum tersedianya tenaga penunjang yang

menguasai ITE

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)
dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan terkait dengan
pembuatan Website JDIH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubag.Dokumentasi dan

undangan, Penyuluhan Hukum
H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si M.RUSMADI PERMANA,SH
Pembina Tk. I Penata Tingkat I

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.197612252007011012



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MOHAMAD RUSMADI PERMANA,SH

NIP

:197612252007011012

PANGKAT / GOL : Penata Tingkat I / III d

JABATAN : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : I Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum;

melakukan pengumpulan dan dokumentasi semua Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

. melakukan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan

kodifikasi produk hukum;

menyiapkan bahan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ke dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

memberikan pelayanan pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (SJDI) Hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan;

melaksanakan administrasi, inventarisasi dan menyusun indek produk
hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya secara
berkala;

menyiapkan data dan bahan serta melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan
produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan;

melakukan proses penomoran dan registrasi produk hukum Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-

undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3

(tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai target

dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya Produk Hukum Daerah Yang
Berkualitas 100% dari target.
Indikator Kinerja :

- Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan yang di
laksanakan, tercapai 100% dari target
- Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah, tercapai 100% dari

target
- Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu, tercapai 100%

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerpan Hukum dan Perundang undangan melalui
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dengan
serapan anggaran sebesar 42,60%, melalui Kegiatan Publikasi dan
Dokumentasi Peraturan Perundang Undangan dengan serapan
anggaran sebesar 1,13%, melalui Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang undangan dengan serapan anggaran sebesar 9,81%



Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu kurangnya
sarana pendukung terutama tenaga yang menguasai ITE sebagai
aparatur yang membidangi Jaringan Dokumentasi Informasi di

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda HSS.

D. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Penggandaan Produk
Hukum daerah saat ini dianggap kurang efektif sehingga di anggap perlu
mengikuti bimtek terkait dengan penyebarluasan dan produk hukum

daerah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan II tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja adalah belum tersedianya tenaga penunjang yang

menguasai ITE

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)

dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan terkait dengan

pembuatan Website JDIH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag. Huk 3
g uu‘;llc';l a_gan Perundang Kasubag.Dokumentasi dan
gan, Penyuluhan Hukum

(A R

-~

H. ZAINI RI, S.H.,M.Si M.RUSMADI PERMANA,SH
Penata Tingkat I

Pembina Tk. I
NIP.19690314 199503 1 002 NIP.197612252007011012
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NAMA
NIP

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

- S. MUHAMMAD HAFIIZH, S.H
: 19940616 201903 1 013

PANGKAT / GOL : PENATA MUDA (III/a)

JABATAN : Perancang  Peraturan Perundangan-undangan Ahli

Pertama pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan - 1I Tahun 2019

BAB1I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana Kkegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan,

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah,;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan
rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,
Instruksi Bupati serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menye.mpurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

SEKRETARIS
DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AHLI PERTAMA
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
% < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan [ 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertaa

pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu

Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (empat) indikator sasaran

dapat mencapai 100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian

kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Melaksanakan Rancangan Produk Hukum Daerah

yang sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

. Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 21,98%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda,

E. . Tanggapan Atasan Langsung

! | Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

‘ Laporan diperbaiki
—_—

; | Realisasi diteliti ulang
I

; Capaian diteliti ulang
| |

| 5

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang

disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan

Perundang-undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan,

Kabag. Hukum dan Perundang-
unddgngan,

=

H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si
Pembina Tk. |
NIP.19690314 199503 1 002

AD HAFIIZH, S.H.
Penata Muda
NIP.19940616 201903 1 013
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LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ULFIA PREVIANA, S.H

NIP

: 19871210 201503 2 002

PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk. I (III/b)

JABATAN :Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
Triwulan :I Tahun 2019
BABI
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan rancangan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati
serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KASUBBAG. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ANALIS PRODUK HUKUM
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Analis Produk Hukum Bagian Hukum dan Perundang-

undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3

(tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai target

dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah yang

sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari
target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 20,56%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

] Laporan diperbaiki

|
Realisasi diteliti ulang
[ Capaian diteliti ulang
L
i Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).
, R

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB I1I
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan [ tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target

indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yan g
disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan

Perundang-undangan dan SKPD/Lembag/Instansi /Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

Tanggal, 01 April 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag. Peraturan Perundang- Avialte Prodiik Hulom

—

O~

ULFIA PREVIANA, S.H.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19871210 201503 2 002

NIP.19850628 201001 1 012



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ULFIA PREVIANA, S.H

NIP

: 19871210 201503 2 002

PANGKAT / GOL  : Penata Muda Tk. I (IIT/b)

JABATAN :Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda Kabupaten Huly Sungai
Selatan.
Triwulan : I Tahun 2019 -
BAB 1
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah
sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk  teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan rancangan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati
serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah .

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah

untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Pergturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KASUBBAG. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ANALIS PRODUK HUKUM
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C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

Interprestasi

No Capaian 1
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 | < 100% | Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Analis Produk Hukum Bagian Hukum dan Perundang-

undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3

(empat) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai

target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah yang

sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 21,98%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan

materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada Bagian

Hukum dan Perundang-undangan.



D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang ( V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang
disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan
Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan SKPD /Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.
Tanggal, 01 Juli 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubag. Peraturan Perundang-
FAKHRIDY KASUMA, S.H. ULFIA PREVIANA, S.H.

Penata Penata Muda Tk. I
NIP.19850628 201001 1 012 NIP. 19871210 201503 2 002

Analis Produk Hukum,

~

&




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : H. ZAINI FAHRI, S.H., M.Si.
NIP : 19690314 199503 1 002
PANGKAT / GOL : Pembina Tk.I (IV/b)

JABATAN : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : III Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
peyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, konsultasi
hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta publikasi,

dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum

dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program peyusunan peraturan perundang- undangan,
telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi
manusia serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi

produk hukum;

b. fasilitasi peyusunan peraturan perundang- undangan, telaahan hukum,
konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta

publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;

c. koordinasi  peyusunan peraturan perundang- undangan, telaahan

hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia



serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk

hukum;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian peyusunan peraturan
perundang- undangan, telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan
hukum dan hak asasi manusia serta publikasi, dokumentasi,

penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;

e. evaluasi dan pelaporan peyusunan peraturan perundang- undangan,
telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi
manusia serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi

produk hukum; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinyabawah tugas

Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAH

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN




A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Meningkatnya Jumlah Draf Perda - 1 1 Perumusan Kebijakan Penyusunan Rencana 186.400.000,00
Rancangan Produk Rancangan Produk Penerapan Hukum dan Kerja Rancangan
Hukum Daerah yang Hukum Daerah yang Perundang-undangan Peraturan Perundang-
sesuai dengan SOP sesuai dengan SOP undangan
Jumlah Kegiatan Rapat Kegiatan 1 1 -
Penyusunan/Uji Publik
Rancangan Peraturan
Daerah yang
dilaksanakan
Meningkatnya Persentase Permasalahan | % (persen) 100 100 | 100 | Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan 131,940,000
Permasalahan Hukum Hukum yang Ditangani Penerapan Hukum dan Penanganan Perkara
yang Ditangani dan Perundang-undangan
Diselesaikan
Jumlah Kegiatan Kegiatan - - 1 Perumusan Kebijakan Penyusunan Dokumen 68,700,000
Rencana Aksi HAM yang Penerapan Hukum dan dan Rencana Aksi
difasilitasi Perundang-undangan Nasional Hak Asasi
Manusia
Jumlah Dokumen Dokumen - - 1
Rencana Aksi Nasional
HAM yang disusun
Jumlah Laporan Laporan 1 1 1
Pelaksanaan Kegiatan




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : I

Meningkatnya Jumlah Draf 100% Perumusan Penyusunan
Rancangan Rancangan Perda Kebijakan Rencana Kerja | 186.400.000,00 | 60.494.500,00 57,87
Produk Hukum | Produk Penerapan Rancangan
Daerah yang Hukum Hukum dan | Peraturan
sesuai dengan Daerah yang Perundang- Perundang-
SOP sesuai dengan undangan undangan
SOP
Jumlah Kegiatan 100%
Kegiatan
Rapat
Penyusunan/
Uji Publik
Rancangan
Peraturan
Daerah yang
dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah perkara 100% Perumusan Peningkatan 131.940.000
Penanganan Permasalahan Kebijakan Pelayanan
dan Hukum yang Penerapan Penanganan
Penyelesaian ditangani dan Hukum dan | Perkara 32.188.000 24,40
Permasalahan diselesaikan Perundang-
Hukum undangan
Jumlah Laporan 100%
Laporan
Penanganan
Perkara
Litigasi dan
Non Litigasi
Terlaksananya Jumlah Kegiatan 100% Perumusan Penyusunan
Produk Hukum | kegiatan Kebijakan Dokumen dan
yang Rencana Aksi Penerapan Rencana Aksi 68,700,000 19.250.000 28,02
berkualitas HAM yang Hukum dan | Nasional Hak
difasilitasi Perundang- Asasi Manusia




undangan

Terlaksananya | Jumlah Kegiatan 100% Perumusan | Sosialisasi
administrasi, Sosialisasi Kebijakan Peraturan 58.880.000 44.040.000 31,95
inventarisasi Peraturan Penerapan | Perundang-
dan Perundang- Hukum undangan
menyusun undangan dan
indek produk | yang Perundang-
hukum daerah | dilaksanakan undangan
serta
peraturan Jumlah Kegiatan 100% Publikasi
perundang- Informasi dan 136.144.380| 64.701.500 0,51
undangan Produk Dokumentasi
lainnya secara | Hukum Peraturan
berkala Daerah Perundang-
undangan
Terlaksananya | Jumlah Dokume 100% Penyuluhan
koordinasi Kegiatan n Hukum 113.420.000, 22.320.000 8,71
pelaksanaan Penyuluhan Terpadu
sosialisasi/pe | Hukum yang
nyuluhan dilaksanakan
produk
hukum daerah
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Laporan 100%
Laporan

Pelaksanaan
Kegiatan







C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab.

Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 6 (enam) indikator

sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai target dengan ringan

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Rancangan Produk Hukum Daerah
yang sesuai dengan SOP 100,00% dari target.
- Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai
dengan SOP, tercapai 100% dari target.
- Jumlah  Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji  Publik
Rancangan Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.
Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 31,95%,
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu Penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada
Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Sasaran : Meningkatnya Permasalahan Hukum yang
Ditangani dan Diselesaikan 100,00% dari target.
- Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani, tercapai

100% dari target.




- Jumlah Kegiatan Rencana Aksi HAM yang difasilitasi,
tercapai 100% dari target.

- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Nasional HAM yang
disusun tercapai 100% dari target

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Perkara dengan
serapan anggaran sebesar 24,40%, dan melalui Kegiatan
Penyusunan Dokumen dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia dengan serapan anggaran sebesar 28,2%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu Pengumpulan
data untuk Laporan RANHAM dari SKPD terkait masih belum
tepat waktu dan belum sesuai Peraturan Bersama Menteri
Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi

Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah:

1. Optimalisasi koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan  dan SKPD /Lembaga/Instansi/Stakeholder
terkait dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

2. Merekomendasikan kepada SKPD untuk membentuk Tim Pengelola
Data RANHAM, sehingga pengolahan data RANHAM pada SKPD dapat

berjalan dengan baik



E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah:
1. Belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang disampaikan SKPD
Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Pengumpulan data untuk Laporan RANHAM dari SKPD terkait masih

belum tepat waktu dan belum sesuai

C. Saran/masukan
1. Optimalisasi koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan  SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder
terkait dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.
2. Merekomendasikan kepada SKPD untuk membentuk Tim Pengelola
Data RANHAM, sehingga pengolahan data RANHAM pada SKPD dapat

berjalan dengan baik

Tanggal 01 Oktober 2020

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag. Hukum dan Perundang-

Sekretaris Daerah, undangan,
Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si
Pembina Utama Madya Pembina Tk. I

NIP.19660919 198602 1 004 NIP.19690314 199503 1 002



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : FAKHRIDY KASUMA, S.H
NIP : 19850628 201001 1 012
PANGKAT / GOL :PENATA (III/c)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada
Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : [II Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas
Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan Perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

b. menghimpun dan mengolah data permasalahan hukum, baik pidana,
perdata dan tata usaha negara oleh Pemerintah Daerah;

c. menghimpun, mengolah data dan menyampaikan laporan pelanggaran
hak asasi manusia secara berkala;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses hukum dan upaya hukum
Pemerintah Daerah, baik pidana, perdata dan tata usaha negara;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan
unit kerja terkait dalam pemberian bantuan hukum, perlindungan
hukum dan kegiatan hak asasi manusia;

f. menyiapkan bahan dan memberikan konsultasi hukum dan hak asasi
manusia kepada semua unsur Pemerintah Daerah;

g. memberikan bantuan dan perlindungan hukum baik di dalam maupun
diluar pengadilan kepada semua unsur Pemerintah Daerah;

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum
dan perlindungan hukum serta pelaksanaan kegiatan hak asasi
manusia,;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. BANTUAN HUKUM DAN HAM




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
Penanganan dan
Penyelesaian
Permasalahan
Hukum

Terlaksananya
Produk Hukum yang
berkualitas

Jumlah Permasalahan Perkara - Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan

Hukum yang ditangani Penerapan Hukum dan Penanganan Perkara 131.940.000

dan diselesaikan Perundang-undangan

Jumlah Laporan Laporan 1

Penanganan Perkara

Litigasi dan Non Litigasi

Jumlah kegiatan Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Penyusunan Dokumen

Rencana Aksi HAM yang Penerapan Hukum dan dan Rencana Aksi 68.700.000

difasilitasi Perundang-undangan Nasional Hak Asasi S
Manusia

Jumlah Laporan Aksi Laporan - Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan

HAM yang disampaikan

Penerapan Hukum dan
Perundang-undangan

Penanganan Perkara




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : III

Terlaksananya | Jumlah Perkara 100% Perumusan Peningkatan
Penanganan Permasalahan Kebijakan Pelayanan
dan Hukum yang Penerapan Penanganan
Penyelesaian ditangani dan Hukum dan Perkara 131.940.000 82.188.000 24,40
Permasalahan | diselesaikan Perundang-
Hukum undangan

Jumlah Laporan 100%

Laporan

Penanganan

Perkara

Litigasi dan

Non Litigasi
Terlaksananya | Jumlah Kegiatan 100% Perumusan Penyusunan
Produk kegiatan Kebijakan Dokumen dan
Hukum yang Rencana Aksi Penerapan Rencana Aksi
berkualitas HAM yang Hukum dan Nasional Hak 68,700,000 19.250.000 28,02

difasilitasi Perundang- Asasi Manusia

undangan

Jumlah Laporan 100% Perumusan Peningkatan

Laporan Aksi Kebijakan Pelayanan

HAM yang Penerapan Penanganan

disampaikan Hukum dan Perkara

Perundang-

undangan




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata
capaian kinerja Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2
(satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran dapat mencapai
100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai

berikut:

Sasaran 1. : Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian

Permasalahan Hukum SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan,
tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi,

tercapai 100% dari target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui Kegiatan
Peningkatatan Pelayanan Penanganan Perkara dengan serapan

anggaran sebesar 24,40%.

Sasaran 2. : Terlaksananya Produk Hukum yang berkualitas 100,00%

dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan Rencana Aksi HAM yang difasilitasi, tercapai
100% dari target.

- Jumlah Laporan Aksi HAM yang disampaikan, tercapai 100% dari
target.



Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan dengan serapan anggaran sebesar 28,02%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu perkara yang akan
ditangani tidak bisa diasumsikan per tahun anggaran sehingga

realisasi target bisa saja tidak tercapai.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah optimalisasi
pelaksanaan koordinasi SKPD terkait Kasus hukum/perkara yang

dihadapi.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah perkara yang akan ditangani tidak bisa
diasumsikan per tahun anggaran sehingga realisasi target bisa saja tidak

tercapai.

C. Saran/masukan

Melaksanakan koordinasi SKPD apabila ada Kasus hukum/perkara yang

dihadapi.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubag. Bantuan Hukum dan
undangan, HAM,
H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si FAKHRIDY KASUMA, S.H.
Pembina Tk. I Penata

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19850628 201001 1 012



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RINI ASFIA, SH

NIP

: 19840403 201001 2 022

PANGKAT / GOL :PENATA (III/c)

JABATAN : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : [II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum;

melakukan pengumpulan dan dokumentasi semua Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

melakukan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan
kodifikasi produk hukum,;

menyiapkan bahan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ke dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

memberikan pelayanan pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (SJDI) Hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan;

melaksanakan administrasi, inventarisasi dan menyusun indek produk
hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya secara
berkala;

menyiapkan data dan bahan serta melaksanakan sosialisasi/
penyuluhan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan,;

melakukan proses penomoran dan registrasi produk hukum Daerah;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. DOKUMENTASI & PENYULUHAN HUKUM




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
administrasi,
inventarisasi dan
menyusun indek
produk hukum daerah
serta peraturan
perundang-undangan
lainnya secara berkala

Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
sosialisasi/penyuluhan
produk hukum daerah
dan peraturan
perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan yang
dilaksanakan

Kegiatan

Jumlah Informasi
Produk Hukum
Daerah

Jumlah

Jumlah kegiatan
Penyuluhan Hukum
yang dilaksanakan

Kegiatan

Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan
Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan

58.880.000

Publikasi dan
Dokumentasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

136.144.380

Penyuluhan Hukum
Terpadu

113.420.000




B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

Terlaksananya
administrasi,
inventarisasi
dan menyusun
indek produk
hukum daerah

serta
peraturan
perundang-
undangan
lainnya secara
berkala

Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
sosialisasi/pen
yuluhan
produk hukum
daerah dan
peraturan
perundang-
undangan

Jumlah Kegiatan 100% Perumusan Sosialisasi

Sosialisasi Kebijakan Peraturan 58.880.000 44.040.000 31,95
Peraturan Penerapan Perundang-

Perundang- Hukum dan | undangan

undangan Perundang-

yang undangan

dilaksanakan

Jumlah Kegiatan 100% Publikasi dan

Informasi Dokumentasi | 136.144.380 64.701.500 0,51
Produk Peraturan

Hukum Perundang-

Daerah undangan

Jumlah Dokumen 100% Penyuluhan

Kegiatan Hukum 113.420.000 22.320.000 8,71
Penyuluhan Terpadu

Hukum yang

dilaksanakan




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai

Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat

mencapai 100 % atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja

sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya administrasi, inventarisasi dan

menyusun indek produk hukum daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya secara berkala dan terlaksananya

koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk hukum

daerahdan peraturan perundang-undangan 100% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang
dilaksanakan, tercapai 100 % dari target;

- Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah, tercapai 100% dari
target;

- Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan,

tercapai 100 % dari target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah melalui
Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan serapan anggaran yang hampir mencapai
65% (enampuluh lima persen). Hal ini dikarenakan adanya
beberapa kegiatan yang dianggarkan dan akan dilaksanakan
pada triwulan IV. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas
yaitu masih kurangnya media cetak dalam rangka
memperbanyak dokumentasi dan publikasi produk hukum




daerah serta kurangnya staf dengan latar belakang pendidikan
[Imu Informatika Komputer guna membantu mempublikasikan
produk hukum daerah.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah dengan penyediaan
media cetak yang akan dipergunakan untuk memperbanyak dokumentasi
dan publikasi produk hukum daerah serta penambahan staf yang

berlatar belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%
(sesuai target) yang telah ditetapkan sedangkan untuk serapan anggaran

hamper mencapai 65 % (enampuluh lima persen).

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum memadainya fasilitas media cetak yang
akan dipergunakan untuk memperbanyak dokumentasi dan publikasi
produk hukum daerah serta perlunya penambahan staf yang berlatar

belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

C. Saran/masukan
Penyediaan media cetak yang dapat mendukung guna memperbanyak
dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah dan penambahan staf

yang berlatar belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

Tanggal, 26 September 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag Hukum dan Perundang- Kasubag Dokumentasi dan
undangan, Penyuluhan Hukum,
H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si RINI ASFIA, S.H.
Pembina Tk. I Penata

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19840403 201001 2 022



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ULFIA PREVIANA, S.H

NIP

: 19871210 201503 2 002

PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : [II Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

bahwa tugas Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan
rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,
Instruksi Bupati serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
Rancangan Produk
Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP

Jumlah Draf Perda 2 Perumusan Kebijakan | Penyusunan

Rancangan Produk Penerapan Hukum dan | Rencana Kerja 186.400.000,00

Hukum Daerah yang Perundang-undangan Rancangan

sesuai dengan SOP Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah Kegiatan Rapat Kegiatan -

Penyusunan/Uji Publik

Rancangan Peraturan

Daerah yang

dilaksanakan

Jumlah Laporan Laporan 1

Pelaksanaan Kegiatan




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : III

Terlaksananya
Rancangan
Produk
Hukum
Daerah yang
sesuai dengan
SOP

Jumlah
Rancangan
Produk
Hukum
Daerah yang
sesuai dengan
SOP

Draf
Perda

100%

Perumusan
Kebijakan
Penerapan
Hukum dan
Perundang-
undangan

Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan

186.400.000,00

60.494.500,00

57,87

Jumlah
Kegiatan
Rapat
Penyusunan/
Uji Publik
Rancangan
Peraturan
Daerah yang
dilaksanakan

Kegiatan

100%

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan

Laporan

100%




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan

dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (empat) indikator sasaran dapat mencapai

100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai

berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah

yang sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 21,98%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan.




D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang

disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan

Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubbag. Peraturan Perundang-
undangan, undangan,

H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si ULFIA PREVIANA, S.H.
Pembina Tk. I Penata Muda Tk.I

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19871210 201503 2 002
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Laporan Kinerja Triwulan 111
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum yang nantinya akan menunjang pencapaian
target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang
dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi
yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada tahun-tahun
berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 01 Oktober 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum,

MASINTAN
NIP. 19661005 198602 2 007

2019



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukum dan Perundang-Undangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan
capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan
tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sekretariat Daerah.



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukum dan Perundang-Undangan

1.2. Pembentukan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Setda Kab. HSS

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum berada dibawah
Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Struktur organisasi Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

SekretaTis Daerah

Kepala Bagian

Kasub. Bagian
Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum

Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan informasi

hukum.

1.3. Uraian Tugas Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki uraian tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan

pengelolaan program;
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Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukum dan Perundang-Undangan

. Melakukan kegiatan koordinasi pengelolaan dokumen dan
informasi hukum;

. Melakukan kegiatan penyusunan laporan pengelolaan
dokumen dan informasi hukum;

. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan

kepada atasan;



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan I 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi HuRym

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain :
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan,
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan wuraian tugas Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan
informasi hukum. Tugas pokok dan fungsi dari Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan menunjang kinerja kasubbag Dokumentasi dan
Informasi Hukum dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah
dalam hal peningkatan akuntabilitas instansi dan kualitas layanan
publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan

Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :



Tabel. II.1

Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan III
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Sasaran

Target Bulan Ke-

No Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Satuan
5, 6| 7 |8 10 | 11 | 12
1 2 3 4 5
Melaksanakan . |
1 | kegiatan Menyl.apkan bahan kerja dan data yang Dokumen 1 1
pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan program
yang meliputi
penyiapan . : .
bahan, Melakukan keg;atan koprdma31 pengelolaan Kegiatan 1|1 1 1 1 1 1
Koordinasi dan dokumen dan informasi hukum
enyusunan
f)ap £n di Melakukan kegiatan penyusunan laporan
bidang pengelolaan dokumen dan informasi Laporan 1|1 1 1 1 1 1
dokumen dan | Bukum
informasi
hukum Melaksanakan penyusunan pelaporan Laporan 111 1 1 1 1 1

pelaksanaan pekerjaan kepada atasan

2019



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan III 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi HuRym

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Pengelola Dokumen dan

Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel berikut :

34



Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan III
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Target Realisasi bulan | Capaian
No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Satuan | Bulan Ke- ke- Kinerja
7| 8 9 | 7 |8 9 7
1 2 3 4 5
Melaksanakan _ _ _
1 | kegiatan Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan Dokumen | 1 1 100%
pengelolaan yang dengan pengelolaan program
meliputi penyiapan
bahan, koordinasi | . .
dan penyusunan Melakukan keg1atan koprdlna31 pengelolaan Kegiatan | 1 1 1 1 1 ) 100%
. dokumen dan informasi hukum
laporan di bidang
dokumen dan
inf i huk i
Informasi hukum Melakukan kegiatan penyusunan laporan Laporan 1 1 1 1 1 1 100%
pengelolaan dokumen dan informasi hukum
Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan Laporan 1 1 1 1 1 1 100%
pekerjaan kepada atasan
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3.2. Pengukuran
Capaian perjanjian kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan II. Sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Realisasi Bulan
Target Bulan Ke-
No I?:gsia;; I;l Indikator Kinerja Penjelasan / Form Hitungan Satuan & Ke- Pg:::itaa:e
7 8 7 8 9
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Melgksanakan Menyiapkan bahan kerja dan | Perencanaan kegiatan yang
kegiatan data yang berkaitan dengan akan dilaksanakan per tri Dokumen 1 1 100%
pengelola.an | pengelolaan program wulan
giﬁ}g’i;e;futl Melakukan kegiatan P
koordinasi pengelolaan 0 =gHiny :
bahan, dok dp .g B ) pendokumentasian hukum Kegiatan 1 1 1 1 1 1 100%
koordinasi okumen dan 1niormgsk yang diinformasikan
! | dan hukum
penyusunan Melakukan kegiatan
laporan di penyusunan laporan Jumlah laporan dokumentasi | | aporan 1 1 1 1 1 1 100%
bidan pengelolaan dokumen dan hokum
dokun%en dan informasi hukum
informasi Melaksanakan penyusunan taoch P o — ]
hukum pelaporan pelaksanaan yaI;lg disisun EEUNE] Laporan 1 1 1 1 1 1 100%
pekerjaan kepada atasan
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Pengelola Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan III sudah
mencapai target yang dibebankan yaitu 100%.
Hingga berjalan triwulan II tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi dan efisiensi pendokumentasian informasi hukum

secara tepat waktu.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

\ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V)
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul
draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-
undangan sehingga pendokumentasian produk hukum berjalan

lebih cepat;

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum, Hukum,
RINI ASFIA, SH MASINTAN
Penata Penata Muda Tingkat I

NIP. 19840403 201001 2 022 NIP. 19850404 200604 2 007
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang
nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat
Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis
(Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi
yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 1 Oktober 2019
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama,

S. MUHAMMAD HAFIIZH, SH
NIP. 19940616 201903 1 013
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di
mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Fungsional
Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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1.2. Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Setda Kab. HSS
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-

undangan Ahli Pertama bertanggung jawab langsung terhadap

Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai

Selatan. Struktur organisasi Jabatan Fungsional Tertentu Perancang

Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dilihat pada

gambar 1.1 berikut

Sekretaris Daerah

Jabatan Fungsional Tertentu

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya, Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Pertama memiliki tugas pokok dan fungsi
menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan

perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

1.3. Uraian Tugas Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
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Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya,
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;

2. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan

peraturan perundangundangan dari unit teknis;

3. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka
penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi
nasional /program penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri,
program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program
legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan;

4. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah
akademik;

5. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan,;

6. merumuskan rancangan peraturan perundangundangan tingkat

kesulitan I.

7. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan

perundang-undangan,;

8. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat kesulitan [;

9. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan
Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam
Negeri/Gubernur;

11. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan;
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merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I;

menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan
internasional, @ memorandum of wunderstanding, kontrak
internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama,
pengujian peraturan perundang-undangan;

mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang-undangan;

merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I;

mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi
langsung terhadap produk hokum daerah dan permasalahan
hukum di daerah;

mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum
daerah;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian
internasional;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan
internasional

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of
understanding;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak
internasional;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak
nasional/perjanjian kerja sama;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan
kesimpulan Pemerintah/Dewan  Perwakilan Rakyat atas
permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan

Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
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Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta
gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara,;
mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi,
mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion;
mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi
langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan
permasalahan hukum;

menyusun laporan hasil mediasi.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain :
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa.

5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif.

Sehubungan uraian tugas Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan adalah melakukan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan
instrument hukum lainnya. Tugas pokok dan fungsi dari Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan
peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah dalam hal
peningkatan penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan
dan organisasi.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut :



Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019
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Sasaran

Target Bulan Ke-

No . Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kegiatan
34/ 5/6(7|/8/9(10|11 12
1 2 3 4 5
Meningkatnya | Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep
1 | mutu usul prakarsa penyusunan peraturan perundang- Naskah 111|111} 1|11
rancangan undangan
produk
hukum Mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul
daerah penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit Data Iy 1(1|1|1|1]1 1 1
teknis
Mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka
penyusunan program legislasi daerah/program Data il 1 ) )
pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
penetapan prioritas tahunan
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Data il et 1 1]
rancangan peraturan perundang-undangan
Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan Naskah il 1 ) )

tingkat kesulitan I

2019



Mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan
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Data 1111|111 ] 1] 1

Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan, dan
pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat kesulitan I

Naskah 111|111 1 1 1

Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data 1111|111 ] 1] 1

Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan

Data 1111|111 1] 1] 1

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan I

Naskah 1|1 (1|1]1]1 1 1 1

Menyusun notula/risalah rapat pembentukan peraturan
perundang-undangan, memorandum of understanding,
atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian
peraturan perundang-undangan

Konsep 111 }(1]1]1]1 1 1

Mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang-undangan

Data 1111|111 ] 1] 1

2019
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Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

undangan tingkat kesulitan I N2l R e ! !
Mengumpulkan data dalam rangka memberikan

konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan Data 1111|111} 1 1 1
permasalahan hukum di daerah

Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk Data R 1 1
hukum daerah

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat

Edaran, Instruksi/Keputusan Bupati  Tiien S R N N ! !
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan

memorandum of understanding Data 111
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak

nasional/perjanjian kerja sama Datd 1 1
Mengumpulkan data dalam rangka kegiatan di Bidang

Bantuan Hukum (pada persidangan di Pengadilan Data 1|1 (1]1

maupun di luar Pengadilan)

2019
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat

dilihat pada Tabel berikut :

34
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Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Target Bulan | Realisasi bulan | Capaian
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan ke- ke- Kinerja
Kegiatan
7 8 9 7 8 9 10
1 2 3 4 5
Meningkatnya | \engumpulkan data dalam rangka menyiapkan
1 | mutu konsep usul prakarsa penyusunan peraturan Naskah i 1 1 1 1 1 100%
rancangan perundang-undangan
produk
hukum Mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul
daerah penyusunan peraturan perundang-undangan dari Data 1 1 1 1 1 1 100%
unit teknis
Mengumpulkan data sidang pembahasan dalam
rangka penyusunan program legislasi 1 ) ) ) ) ) 1000
daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan gta 00%
Kepala Daerah penetapan prioritas tahunan
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Data { ) ) ) ) ) 100%
rancangan peraturan perundang-undangan
Merumuskan rancangan peraturan perundang- Naskah ) ) ) ) ) ) 100%

undangan tingkat kesulitan I
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Mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Data

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

1 1 1 1 100%

Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan,
dan pemantapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I

Naskah

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
tanggapan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan

Data

1 1 1 1 100%

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan I

Naskah

1 1 1 1 100%

Menyusun notula/risalah rapat pembentukan
peraturan perundang-undangan, memorandum of
understanding, atau kontrak nasional/perjanjian
kerja sama, pengujian peraturan perundang-
undangan

Konsep

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data dalam rangka kajian atau
evaluasi peraturan perundang-undangan

Data

1 1 1 1 100%
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Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

1 . 1 1 1 1 100%
perundang-undangan tingkat kesulitan I Naskali
Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah Data 1 1 1 1 100%
dan permasalahan hukum di daerah
Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk .
hukum daerah —_— ! ! ! ! 100%
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan

E . 1 1 1 1 100%
Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Bupati L)
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
memorandum of understanding Data 1 _ _ 1 100%
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
kontrak nasional/perjanjian kerja sama Data } } ) } )
Mengumpulkan data dalam rangka kegiatan di
Bidang Bantuan Hukum (pada persidangan di Data - 1 - - 100%

Pengadilan maupun di luar Pengadilan)
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2019
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

3.2. Pengukuran
Capaian perjanjian kinerja Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai Triwulan II sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Target Bulan | Realisasi bulan | Persentase
NOl e e Indikator Kinerja Penjel'ftsan / Form Satuan ke- ke- Capaian
Kegiatan Hitungan
7 8 | 9 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6
Meningkatn | Mengumpulkan data dalam
ya mutu rangka menyiapkan konsep Jumlah naskah
1 | rancangan usul prakarsa penyusunan konsep peraturan Naskah il 1 1 1 1 1 100%
produk peraturan perundang- perundang-undangan
hukum undangan
daerah Mengumpulkan data dalam
rangka menelaah usul Jumlah data usulan
penyusunan peraturan penyusunan peraturan Data 1 1 1 1 1 1 100%
perundang-undangan dari unit | perundang-undangan
teknis
Mengumpulkan data sidang
pembahasan dalam rangka Jumlah data sidang
penyusunan program legislasi | pembahasan
daerah/program pembentukan | pembentukan Data | 1 1 1 1 1 100%
Rancangan Peraturan Kepala rancangan Peraturan
Daerah penetapan prioritas Kepala Daerah
tahunan
Mengumpulkan data dalam Jumlah data
rangka penyusunan rancangan | penyusunan peraturan Data 1 1 1 1 1 1 100%
peraturan perundang- perundang-undangan
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undangan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Merumuskan rancangan

Jumlah naskah

peraturan perundang- rancangan peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
undangan tingkat kesulitan I perundang-undangan
Mengumpulkan data dalam
rangka pengharmonisan, Jumlah data konsepsi
pembulatan, dan pemantapan | rancangan peraturan Data 1 1 1 1 100%
konsepsi rancangan peraturan | perundang-undangan
perundang-undangan
Merumuskan konsep
pengharmonisan, pembulatan, | Jumlah naskah
dan pemantapan rancangan konsep peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
peraturan perundang- perundang-undangan
undangan tingkat kesulitan I
Mengumpulkan data yang akan | Jumlah data
dibahas dalam sidang Dewan rancangan peraturan Data 1 1 1 1 100%
Perwakilan Rakyat Daerah perundang-undangan
Mengumpulkan data dalam TR
rangka memberikan tanggapan [ emantn
pembentukan Data 1 1 1 1 100%

dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan

peraturan perundang-
undangan
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Merumuskan tanggapan
rancangan peraturan

Jumlah naskah

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

| rancangan peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
perundang-undangan tingkat
. perundang-undangan
kesulitan I
Menyusun notula/risalah rapat
pembentukan peraturan
perundang-undangan, Jumlah konsep
memorandum of understanding, | notula/risalah rapat Konse ) ) ) ) 100%
atau kontrak pengujian peraturan P
nasional/perjanjian kerja perundang-undangan
sama, pengujian peraturan
perundang-undangan
Mengu mpglkan data dalam Jumlah data kajian
rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang- Data 1 1 1 1 100%
peraturan perundang-
undangan
undangan
Merumuskan kajian atau fﬁrrgiizr?iiii? asi
evaluasi peraturan perundang- Naskah 1 1 1 1 100%
. i peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I
undangan
Mengumpulkan.data dalam | Jumlah data
rangka memberikan konsultasi K ltasi I
langsung terhadap produk onsultasi produ
hukum dan Data 1 1 1 1 100%

hukum daerah dan
permasalahan hukum di
daerah

permasalahan hukum
di daerah
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Mengumpulkan data dalam

Jumlah data pemetaan

rangka pemetaan produk o (.} Data 1 1 1 1 100%
hukum daerah
Mengumpilan dats alam | sumiah doa

. 1 1 1 1 100%
Edaran, Instruksi/Keputusan penyusunan pata

. instrument hukum
Bupati
Mengumpulkan data dalam Jumlah data
rangka penyusunan ) penyusunan Data ) ) ) ) 100%
memorandum of understanding | memorandum of
understanding

Mengumpulkan data dalam JunitEeTe
rangka penyusunan kontrak penyusunan perjanjian | Data . - - - -
nasional/perjanjian kerja sama kerja sama
Mengumpulkan data dalam
rangka kegiatan di Bidang Jumlah data kegiatan
Bantuan Hukum (pada di bidang Bantuan Data - 1 1 - 100%

persidangan di Pengadilan
maupun di luar Pengadilan)

Hukum
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2019
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai
Selatan sampai triwulan III sudah mencapai target yang
dibebankan yaitu 100%.

Hingga berjalan triwulan III tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu rancangan produk hukum daerah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

~ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V)
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2019
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. Perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul
draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-
undangan sehingga perbaikan atau koreksi produk hukum

dan/atau instrument hukum lainnya berjalan lebih cepat;

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

JFT Perancang Peraturan

Sekretaris D h
KT Perundang-undangan Ahli Pertama,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP S. MUHAMMAD HAFIIZH, SH
Pembina Utama Muda Penata Muda
NIP. 19660919 198602 1 004 NIP. 19940616 201903 1 013




LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : H. ZAINI FAHRI, S.H., M.Si.
NIP : 19690314 199503 1 002
PANGKAT / GOL : Pembina Tk.I (IV/b)

JABATAN : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : IV Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan peyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan
hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta

publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum

dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program peyusunan peraturan perundang- undangan,
telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi
manusia serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi

produk hukum;

b. fasilitasi peyusunan peraturan perundang- undangan, telaahan hukum,
konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta

publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;

c. koordinasi  peyusunan peraturan perundang- undangan, telaahan

hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia



serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi produk

hukum;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian peyusunan peraturan
perundang- undangan, telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan
hukum dan hak asasi manusia serta publikasi, dokumentasi,

penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;

e. evaluasi dan pelaporan peyusunan peraturan perundang- undangan,
telaahan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi
manusia serta publikasi, dokumentasi, penyuluhan dan sosialisasi

produk hukum; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinyabawah tugas

Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAH

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN







A. PERJANJIAN KINERJA :
Triwulan : IV

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Meningkatnya Jumlah Draf Perda - 2 - Perumusan Kebijakan Penyusunan Rencana 186.400.000,00
Rancangan Produk Rancangan Produk Penerapan Hukum dan Kerja Rancangan
Hukum Daerah yang Hukum Daerah yang Perundang-undangan Peraturan Perundang-
sesuai dengan SOP sesuai dengan SOP undangan
Jumlah Kegiatan Rapat Kegiatan 2 - 2
Penyusunan/Uji Publik
Rancangan Peraturan
Daerah yang
dilaksanakan
Meningkatnya Persentase Permasalahan | % (persen) 100 100 | 100 | Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan 131,940,000
Permasalahan Hukum Hukum yang Ditangani Penerapan Hukum dan Penanganan Perkara
yang Ditangani dan Perundang-undangan
Diselesaikan
Jumlah Kegiatan Kegiatan - - 1 Perumusan Kebijakan Penyusunan Dokumen 68,700,000
Rencana Aksi HAM yang Penerapan Hukum dan dan Rencana Aksi
difasilitasi Perundang-undangan Nasional Hak Asasi
Manusia
Jumlah Dokumen Dokumen - - 1
Rencana Aksi Nasional
HAM yang disusun
Jumlah Laporan Laporan 1 1 1
Pelaksanaan Kegiatan




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : IV

Meningkatnya Jumlah Draf 100% Perumusan Penyusunan
Rancangan Rancangan Perda Kebijakan Rencana Kerja | 186.400.000,00 53.256.250,00 85,77
Produk Hukum | Produk Penerapan Rancangan
Daerah yang Hukum Hukum dan | Peraturan
sesuai dengan Daerah yang Perundang- Perundang-
SOP sesuai dengan undangan undangan

SOP

Jumlah Kegiatan 100%

Kegiatan

Rapat

Penyusunan/

Uji Publik

Rancangan

Peraturan

Daerah yang

dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah Perkara 100% Perumusan Peningkatan
Penanganan Permasalahan Kebijakan Pelayanan
dan Hukum yang Penerapan Penanganan
Penyelesaian ditangani dan Hukum dan | Perkara 131.940.000 49.161.000 35,13
Permasalahan diselesaikan Perundang-
Hukum undangan
Terlaksananya Jumlah Kegiatan 100% Perumusan Penyusunan
Produk Hukum | kegiatan Kebijakan Dokumen dan
yang Rencana Aksi Penerapan Rencana Aksi
berkualitas HAM yang Hukum dan | Nasional Hak 68,700,000 45.375.720 87,60

difasilitasi Perundang- Asasi Manusia

undangan

Jumlah Laporan 100% Perumusan Peningkatan

Laporan Aksi Kebijakan Pelayanan

HAM yang Penerapan Penanganan

disampaikan Hukum dan | Perkara

Perundang-




undangan

Terlaksananya | Jumlah Kegiatan 100% Perumusan | Sosialisasi
administrasi, Sosialisasi Kebijakan Peraturan 58.880.000, 56.580.000 21,30
inventarisasi Peraturan Penerapan | Perundang-
dan Perundang- Hukum undangan
menyusun undangan dan
indek produk | yang Perundang-
hukum daerah | dilaksanakan undangan
serta
peraturan Jumlah Kegiatan 100% Publikasi
perundang- Informasi dan 136.144.380, 121.996.500 42,08
undangan Produk Dokumentasi
lainnya secara | Hukum Peraturan
berkala Daerah Perundang-
undangan
Terlaksananya | Jumlah Dokume 100% Penyuluhan
koordinasi Kegiatan n Hukum 113.420.000 63.314.000 36,14
pelaksanaan Penyuluhan Terpadu
sosialisasi/pe | Hukum yang
nyuluhan dilaksanakan
produk
hukum daerah
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Laporan 100%
Laporan

Pelaksanaan
Kegiatan







C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi

1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab.

Hulu Sungai Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 6 (enam) indikator

sasaran dapat mencapai 100,00% atau mencapai target dengan ringan

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Rancangan Produk Hukum Daerah
yang sesuai dengan SOP 100,00% dari target.
- Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai
dengan SOP, tercapai 100% dari target.
- Jumlah  Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji  Publik
Rancangan Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.
Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 85,77%,
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu Penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada
Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Sasaran : Meningkatnya Permasalahan Hukum yang
Ditangani dan Diselesaikan 100,00% dari target.
- Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani, tercapai

100% dari target.




- Jumlah Kegiatan Rencana Aksi HAM yang difasilitasi,
tercapai 100% dari target.

- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Nasional HAM yang
disusun tercapai 100% dari target

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Perkara dengan
serapan anggaran sebesar 35,13%, dan melalui Kegiatan
Penyusunan Dokumen dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia dengan serapan anggaran sebesar 87,60%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu Pengumpulan
data untuk Laporan RANHAM dari SKPD terkait masih belum
tepat waktu dan belum sesuai Peraturan Bersama Menteri
Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi

Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah:

1. Optimalisasi koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan  SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder

terkait dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.



2. Merekomendasikan kepada SKPD untuk membentuk Tim Pengelola
Data RANHAM, sehingga pengolahan data RANHAM pada SKPD dapat

berjalan dengan baik

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah:
1. Belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang disampaikan SKPD
Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2. Pengumpulan data untuk Laporan RANHAM dari SKPD terkait masih

belum tepat waktu dan belum sesuai

C. Saran/masukan
1. Optimalisasi koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan  SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder
terkait dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.
2. Merekomendasikan kepada SKPD untuk membentuk Tim Pengelola
Data RANHAM, sehingga pengolahan data RANHAM pada SKPD dapat

berjalan dengan baik

Tanggal 02 Januari 2020

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag. Hukum dan Perundang-

Sekretaris Daerah, undangan,
Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si
Pembina Utama Madya Pembina Tk. I

NIP.19660919 198602 1 004 NIP.19690314 199503 1 002






LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : FAKHRIDY KASUMA, S.H
NIP : 19850628 201001 1 012
PANGKAT / GOL :PENATA (III/c)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada
Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas
Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan Perundang-
undangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

b. menghimpun dan mengolah data permasalahan hukum, baik pidana,
perdata dan tata usaha negara oleh Pemerintah Daerah;

c. menghimpun, mengolah data dan menyampaikan laporan pelanggaran
hak asasi manusia secara berkala;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses hukum dan upaya hukum
Pemerintah Daerah, baik pidana, perdata dan tata usaha negara;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan
unit kerja terkait dalam pemberian bantuan hukum, perlindungan
hukum dan kegiatan hak asasi manusia;

f. menyiapkan bahan dan memberikan konsultasi hukum dan hak asasi
manusia kepada semua unsur Pemerintah Daerah;

g. memberikan bantuan dan perlindungan hukum baik di dalam maupun
diluar pengadilan kepada semua unsur Pemerintah Daerah;

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum
dan perlindungan hukum serta pelaksanaan kegiatan hak asasi
manusia,;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. BANTUAN HUKUM DAN HAM




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
Penanganan dan
Penyelesaian
Permasalahan
Hukum

Terlaksananya
Produk Hukum yang
berkualitas

Jumlah Permasalahan Perkara 1 Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan

Hukum yang ditangani Penerapan Hukum dan Penanganan Perkara 131.940.000

dan diselesaikan Perundang-undangan

Jumlah Laporan Laporan 1

Penanganan Perkara

Litigasi dan Non Litigasi

Jumlah kegiatan Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Penyusunan Dokumen

Rencana Aksi HAM yang Penerapan Hukum dan dan Rencana Aksi 68.700.000

difasilitasi Perundang-undangan Nasional Hak Asasi S
Manusia

Jumlah Laporan Aksi Laporan - Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan

HAM yang disampaikan

Penerapan Hukum dan
Perundang-undangan

Penanganan Perkara




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : III

Terlaksananya | Jumlah Perkara 100% Perumusan Peningkatan
Penanganan Permasalahan Kebijakan Pelayanan
dan Hukum yang Penerapan Penanganan
Penyelesaian ditangani dan Hukum dan Perkara 131.940.000 49.161.000 35,13
Permasalahan | diselesaikan Perundang-
Hukum undangan

Jumlah Laporan 100%

Laporan

Penanganan

Perkara

Litigasi dan

Non Litigasi
Terlaksananya | Jumlah Kegiatan 100% Perumusan Penyusunan
Produk kegiatan Kebijakan Dokumen dan
Hukum yang Rencana Aksi Penerapan Rencana Aksi
berkualitas HAM yang Hukum dan Nasional Hak 68,700,000 45.375.720 87,60

difasilitasi Perundang- Asasi Manusia

undangan

Jumlah Laporan 100% Perumusan Peningkatan

Laporan Aksi Kebijakan Pelayanan

HAM yang Penerapan Penanganan

disampaikan Hukum dan Perkara

Perundang-

undangan




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target

2 = 100% Mencapai Target

3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata
capaian kinerja Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan dari 2
(satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran dapat mencapai
100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai

berikut:

Sasaran 1. : Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian

Permasalahan Hukum SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan,
tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi,

tercapai 100% dari target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui Kegiatan
Peningkatatan Pelayanan Penanganan Perkara dengan serapan

anggaran sebesar 24,40%.

Sasaran 2. : Terlaksananya Produk Hukum yang berkualitas 100,00%

dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan Rencana Aksi HAM yang difasilitasi, tercapai
100% dari target.

- Jumlah Laporan Aksi HAM yang disampaikan, tercapai 100% dari
target.



Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan dengan serapan anggaran sebesar 28,02%.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu perkara yang akan
ditangani tidak bisa diasumsikan per tahun anggaran sehingga

realisasi target bisa saja tidak tercapai.
D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah optimalisasi
pelaksanaan koordinasi SKPD terkait Kasus hukum/perkara yang

dihadapi.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah perkara yang akan ditangani tidak bisa
diasumsikan per tahun anggaran sehingga realisasi target bisa saja tidak

tercapai.

C. Saran/masukan

Melaksanakan koordinasi SKPD apabila ada Kasus hukum/perkara yang

dihadapi.

Tanggal, 02 Januari 2020

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubag. Bantuan Hukum dan
undangan, HAM,
H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si FAKHRIDY KASUMA, S.H.
Pembina Tk. I Penata

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19850628 201001 1 012



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RINI ASFIA, SH

NIP

: 19840403 201001 2 022

PANGKAT / GOL :PENATA (III/c)

JABATAN : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas

Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan
Hukum;

melakukan pengumpulan dan dokumentasi semua Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-
undangan lainnya;

melakukan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan
kodifikasi produk hukum,;

menyiapkan bahan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ke dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

memberikan pelayanan pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (SJDI) Hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan;

melaksanakan administrasi, inventarisasi dan menyusun indek produk
hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya secara
berkala;

menyiapkan data dan bahan serta melaksanakan sosialisasi/
penyuluhan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan,;

melakukan proses penomoran dan registrasi produk hukum Daerah;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. DOKUMENTASI & PENYULUHAN HUKUM




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : IV

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
administrasi,
inventarisasi dan
menyusun indek
produk hukum daerah
serta peraturan
perundang-undangan
lainnya secara berkala

Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
sosialisasi/penyuluhan
produk hukum daerah
dan peraturan
perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan yang
dilaksanakan

Kegiatan

Jumlah Informasi
Produk Hukum
Daerah

Jumlah

Jumlah kegiatan
Penyuluhan Hukum
yang dilaksanakan

Kegiatan

Perumusan Kebijakan
Penerapan Hukum dan
Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan

58.880.000

Publikasi dan
Dokumentasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

136.144.380

Penyuluhan Hukum
Terpadu

113.420.000




B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : IV

Terlaksananya
administrasi,
inventarisasi
dan menyusun
indek produk
hukum daerah

serta
peraturan
perundang-
undangan
lainnya secara
berkala

Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan
sosialisasi/pen
yuluhan
produk hukum
daerah dan
peraturan
perundang-
undangan

Jumlah Kegiatan 100% Perumusan | Sosialisasi

Sosialisasi Kebijakan Peraturan 58.880.000 56.580.000 21,30
Peraturan Penerapan | Perundang-

Perundang- Hukum undangan

undangan dan

yang Perundang

dilaksanakan -undangan

Jumlah Kegiatan 100% Publikasi dan

Informasi Dokumentasi | 136.144.380 121.996.500 42,08
Produk Peraturan

Hukum Perundang-

Daerah undangan

Jumlah Dokumen 100% Penyuluhan

Kegiatan Hukum 113.420.000 63.314.000 36,14
Penyuluhan Terpadu

Hukum yang

dilaksanakan




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan IV 2019 di atas rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai

Selatan dari 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat

mencapai 100 % atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja

sebagai berikut:

Sasaran : Terlaksananya administrasi, inventarisasi dan

menyusun indek produk hukum daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya secara berkala dan terlaksananya

koordinasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan produk hukum

daerahdan peraturan perundang-undangan 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang
dilaksanakan, tercapai 100 % dari target;

- Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah, tercapai 100% dari
target;

- Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan,

tercapai 100 % dari target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah melalui
Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan serapan anggaran yang hampir mencapai
100 % (seratus persen). Adapun kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut
diatas yaitu masih kurangnya media cetak dalam rangka
memperbanyak dokumentasi dan publikasi produk hukum
daerah serta kurangnya staf dengan latar belakang pendidikan
[Imu Informatika Komputer.




D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah dengan penyediaan
media cetak yang akan dipergunakan untuk memperbanyak dokumentasi
dan publikasi produk hukum daerah serta penambahan staf yang

berlatar belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100%
(sesuai target) yang telah ditetapkan dengan serapan anggaran yang

hampir mencapai 100 %.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum memadainya fasilitas media cetak yang
akan dipergunakan untuk memperbanyak dokumentasi dan publikasi
produk hukum daerah serta perlunya penambahan staf yang berlatar

belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

C. Saran/masukan
Penyediaan media cetak yang dapat mendukung guna memperbanyak
dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah dan penambahan staf

yang berlatar belakang pendidikan Ilmu Informatika Komputer.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kabag Hukum dan Perundang- Kasubag Dokumentasi dan
undangan, Penyuluhan Hukum,
H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si RINI ASFIA, S.H.
Pembina Tk. I Penata

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19840403 201001 2 022



LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ULFIA PREVIANA, S.H

NIP

: 19871210 201503 2 002

PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)

JABATAN : Kasubbag. Peraturan Perundangan-undangan Pada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan  Setda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

bahwa tugas Sub. Bagian Peraturan Bagian Hukum dan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis
penyusunan produk hukum Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam perumusan
rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,
Instruksi Bupati serta perumusan perubahannya ;

mengikuti proses pembahasan Peraturan Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyempurnakan materi dan format hukum rancangan Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah
untuk pengesahan;

memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam evaluasi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan sesuai bidang tugas.



B. Struktur Jabatan (peta jabatan)

KABAG

SUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : IV

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

KINERJA JABATAN

Terlaksananya
Rancangan Produk
Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP

Jumlah Draf Perda 2 Perumusan Kebijakan | Penyusunan

Rancangan Produk Penerapan Hukum dan | Rencana Kerja 186.400.000,00

Hukum Daerah yang Perundang-undangan Rancangan

sesuai dengan SOP Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah Kegiatan Rapat Kegiatan -

Penyusunan/Uji Publik

Rancangan Peraturan

Daerah yang

dilaksanakan

Jumlah Laporan Laporan 1

Pelaksanaan Kegiatan




B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : IV

Terlaksananya
Rancangan
Produk
Hukum
Daerah yang
sesuai dengan
SOP

Jumlah
Rancangan
Produk
Hukum
Daerah yang
sesuai dengan
SOP

Draf
Perda

100%

Perumusan
Kebijakan
Penerapan
Hukum dan
Perundang-
undangan

Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan

186.400.000,00

53.256.250,00

85,77

Jumlah
Kegiatan
Rapat
Penyusunan/
Uji Publik
Rancangan
Peraturan
Daerah yang
dilaksanakan

Kegiatan

100%

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan

Laporan

100%




C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No Capaian Interprestasi
1 >100% Melebihi Target
2 = 100% Mencapai Target
3 < 100% Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan IV 2019 di atas, rata-rata

capaian kinerja Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Hulu Sungai Selatan

dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (empat) indikator sasaran dapat mencapai

100,00% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai

berikut:

Sasaran : Terlaksananya Rancangan Produk Hukum Daerah

yang sesuai dengan SOP 100,00% dari target.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
sesuai dengan SOP, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Kegiatan Rapat Penyusunan/Uji Publik Rancangan
Peraturan Daerah, tercapai 100% dari target.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100% dari

target.

Untuk pencapaian Sasaran Kegiatan dan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran diatas didukung oleh Program Perumusan
Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dengan serapan anggaran sebesar 21,98%.
Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja tersebut diatas yaitu penyusunan draf
Rancangan Perda masih belum sempurna secara substansi dan
materi pada saat disampaikan SKPD pemarakarsa kepada

Bagian Hukum dan Perundang-undangan.




D. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah Optimalisasi
koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan Perundang-
undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait dalam

perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

v Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V).



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100,00%

(sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja adalah belum sempurnanya draf Rancangan Perda yang

disampaikan SKPD Pemrakarsa kepada Bagian Hukum dan Perundang-

undangan.

C. Saran/masukan

Melaksanakan koordinasi SKPD Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan
Perundang-undangan dan SKPD/Lembaga/Instansi/Stakeholder terkait

dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Perda.

Tanggal, 02 Januari 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kabag. Hukum dan Perundang- Kasubbag. Peraturan Perundang-
undangan, undangan,

H. ZAINI FAHRI, S.H.,M.Si ULFIA PREVIANA, S.H.
Pembina Tk. I Penata Muda Tk.I

NIP.19690314 199503 1 002 NIP.19871210 201503 2 002




LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019

PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
2019



Laporan Kinerja Triwulan 1V
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum yang nantinya akan menunjang pencapaian
target kinerja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dan tertuang
dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi
yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada tahun-tahun
berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 02 Januari 2020
Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum,

MASINTAN
NIP. 19661005 198602 2 007

2019



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bag. Hukum dan Perundang-Undangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan
capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja jabatan
tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sekretariat Daerah.
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1.2. Pembentukan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Setda Kab. HSS

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum berada dibawah
Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
dan Perundang-Undangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Struktur organisasi Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

SekretaTis Daerah

Kepala Bagian

Kasub. Bagian
Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum

Pengelola Dokumen
dan Informasi Hukum

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan informasi

hukum.

1.3. Uraian Tugas Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum memiliki uraian tugas sebagai
berikut :
1. Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan dengan

pengelolaan program;
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. Melakukan kegiatan koordinasi pengelolaan dokumen dan
informasi hukum;

. Melakukan kegiatan penyusunan laporan pengelolaan
dokumen dan informasi hukum;

. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan pekerjaan

kepada atasan;
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain :
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan,
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sehubungan wuraian tugas Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan,
koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumen dan
informasi hukum. Tugas pokok dan fungsi dari Pengelola
Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan menunjang kinerja kasubbag Dokumentasi dan
Informasi Hukum dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah
dalam hal peningkatan akuntabilitas instansi dan kualitas layanan
publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan

Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :



Tabel. II.1

Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan IV
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Sasaran

Target Bulan Ke-

No Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Satuan
5, 6| 7 |8 10 | 11 | 12
1 2 3 4 5
Melaksanakan . |
1 | kegiatan Menyl.apkan bahan kerja dan data yang Dokumen 1 1
pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan program
yang meliputi
penyiapan . : .
bahan, Melakukan keg;atan koprdma31 pengelolaan Kegiatan 1|1 1 1 1 1 1
Koordinasi dan dokumen dan informasi hukum
enyusunan
f)ap £n di Melakukan kegiatan penyusunan laporan
bidang pengelolaan dokumen dan informasi Laporan 1|1 1 1 1 1 1
dokumen dan | Bukum
informasi
hukum Melaksanakan penyusunan pelaporan Laporan 111 1 1 1 1 1

pelaksanaan pekerjaan kepada atasan

2019
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Pengelola Dokumen dan

Informasi Hukum dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan IV
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Target Realisasi bulan | Capaian
No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Satuan | Bulan Ke- ke- Kinerja
1011 | 12 |10 |11 12 7
1 2 3 4 5
Melaksanakan
1 | kegiatan Menyiapkan bahan kerja dan data yang berkaitan Dokumen | 1 1 100%
pengelolaan yang dengan pengelolaan program °
meliputi penyiapan
bahan, koordinasi | . .
dan penyusunan | heoukan kegiatan koordinasi pengelolaan Kegiatan | 1| 1| 1 |1 |1| 1 | 100%
laporan di bidang
dokumen dan
informasi hukum Melakukan kegiatan penyusunan laporan o
pengelolaan dokumen dan informasi hukum g poran i 1 1 1 1 1 100%
Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan Laporan 1 1 1 1 1 1 100%

pekerjaan kepada atasan

2019



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan IV 2019
Pengelola Dokumen dan Informasi HuRym

3.2. Pengukuran
Capaian perjanjian kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan II. Sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN CAPAIAN KINERJA Triwulan IV

Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Realisasi Bulan
Target Bulan Ke-
No Sas.a ran Indikator Kinerja Penjelasan / Form Hitungan Satuan & Ke- Persen-tase
Kegiatan Capaian
10 11 12 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Mel'aksanakan MCHYiapkan bahan kerja dan Perencanaan kegiatan yang
kegiatan data yang berkaitan dengan akan dilaksanakan per tri Dokumen | 1 1 100%
pengelola.an | pengelolaan program wulan
giﬁ}g’i;e;futl Melakukan kegiatan P

koordinasi pengelolaan s :
bahan, dok dp & f . pendokumentasian hukum Kegiatan 1 1 1 1 1 1 100%
koordinasi ho kumen an mlormgsg yang diinformasikan

ukum
1 |dan .

Melakukan kegiatan
penyusutan enyusunan laporan Jumlah 1 dok tasi
laporan di penyu p e R horari 1 1 1 1 1 100%
bidan pengelolaan dokumen dan hokum

& informasi hukum

dokumen dan
informasi Melaksanakan penyusunan : c "
hukum pelaporan pelaksanaan yz%og?i?si(;inggungjawa 4% | Laporan 1 1 1 1 1 1 100%

pekerjaan kepada atasan

2019
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Pengelola Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai triwulan IV sudah
mencapai target yang dibebankan yaitu 100%.
Hingga berjalan triwulan IV tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi dan efisiensi pendokumentasian informasi hukum

secara tepat waktu.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

\ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V)



LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2017
Pengelola Dokumen dan Informasi HuRym

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul
draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-
undangan sehingga pendokumentasian produk hukum berjalan

lebih cepat;

Tanggal, 02 Januari 2020

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum, Hukum,
RINI ASFIA, SH MASINTAN
Penata Penata Muda Tingkat I

NIP. 19840403 201001 2 022 NIP. 19850404 200604 2 007



LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
TAHUN 2019

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
2019



LAPORAN CAPAIJAN KINERJA TRIWULAN IV,
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.
Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami
dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang
nantinya akan menunjang pencapaian target kinerja Sekretariat
Daerah yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis
(Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi
yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas

kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, 2 Januari 2020
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama,

S. MUHAMMAD HAFIIZH, SH
NIP. 19940616 201903 1 013

2019



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2019
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam
pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di
mana pelaporan capaian kinerja secara individu perlu dilakukan secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja jabatan tersebut.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap individu perlu
melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja Jabatan Fungsional
Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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1.2. Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Setda Kab. HSS
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-

undangan Ahli Pertama bertanggung jawab langsung terhadap

Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai

Selatan. Struktur organisasi Jabatan Fungsional Tertentu Perancang

Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dilihat pada

gambar 1.1 berikut

Sekretaris Daerah

Jabatan Fungsional Tertentu

Gambar 1.1 Struktur Jabatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya, Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Pertama memiliki tugas pokok dan fungsi
menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan

perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

1.3. Uraian Tugas Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
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Bag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya,
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;

2. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan

peraturan perundangundangan dari unit teknis;

3. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka
penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi
nasional /program penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri,
program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program
legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan;

4. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah
akademik;

5. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan,;

6. merumuskan rancangan peraturan perundangundangan tingkat

kesulitan I.

7. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan

perundang-undangan,;

8. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat kesulitan [;

9. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan
Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam
Negeri/Gubernur;

11. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan;
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merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I;

menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan
internasional, @ memorandum of wunderstanding, kontrak
internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama,
pengujian peraturan perundang-undangan;

mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang-undangan;

merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I;

mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi
langsung terhadap produk hokum daerah dan permasalahan
hukum di daerah;

mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum
daerah;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara,
Gubernur, dan Bupati/Walikota;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian
internasional;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan
internasional

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of
understanding;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak
internasional;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak
nasional/perjanjian kerja sama;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan
kesimpulan Pemerintah/Dewan  Perwakilan Rakyat atas
permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan

Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
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Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta
gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara,;
mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi,
mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion;
mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi
langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan
permasalahan hukum;

menyusun laporan hasil mediasi.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2030 Sekretariat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjang dalam
pencapaian misi ke-5 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis
teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.
Merujuk dari visi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran Sekretariat Daerah antara lain :
1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas
layanan publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum
pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian,
pembangunan, ketata usahaan.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa.

5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif.

Sehubungan uraian tugas Jabatan Fungsional Tertentu Perancang
Peraturan Perundang-undangan adalah melakukan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan
instrument hukum lainnya. Tugas pokok dan fungsi dari Jabatan
Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan
adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan
peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
dalam pencapaian sasaran sekretariat daerah dalam hal
peningkatan penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan
dan organisasi.

Terkait dengan hal tersebut maka Perjanjian Kinerja untuk
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-

undangan adalah sebagai berikut :



Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja 2019
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Sasaran

Target Bulan Ke-

No . Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Kegiatan
34/ 5/6(7|/8/9(10|11 12
1 2 3 4 5
Meningkatnya | Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep
1 | mutu usul prakarsa penyusunan peraturan perundang- Naskah 111|111} 1|11
rancangan undangan
produk
hukum Mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul
daerah penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit Data Iy 1(1|1|1|1]1 1 1
teknis
Mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka
penyusunan program legislasi daerah/program Data il 1 ) )
pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
penetapan prioritas tahunan
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Data il et 1 1]
rancangan peraturan perundang-undangan
Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan Naskah il 1 ) )

tingkat kesulitan I

2019



Mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan
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Data 1111|111 ] 1] 1

Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan, dan
pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat kesulitan I

Naskah 111|111 1 1 1

Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data 1111|111 ] 1] 1

Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan

Data 1111|111 1] 1] 1

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan I

Naskah 1|1 (1|1]1]1 1 1 1

Menyusun notula/risalah rapat pembentukan peraturan
perundang-undangan, memorandum of understanding,
atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian
peraturan perundang-undangan

Konsep 111 }(1]1]1]1 1 1

Mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang-undangan

Data 1111|111 ] 1] 1

2019
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Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

undangan tingkat kesulitan I N2l R e ! !
Mengumpulkan data dalam rangka memberikan

konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan Data 1111|111} 1 1 1
permasalahan hukum di daerah

Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk Data R 1 1
hukum daerah

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat

Edaran, Instruksi/Keputusan Bupati  Tiien S R N N ! !
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan

memorandum of understanding Data 111
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak

nasional/perjanjian kerja sama Datd 1 1
Mengumpulkan data dalam rangka kegiatan di Bidang

Bantuan Hukum (pada persidangan di Pengadilan Data 1|1 (1]1

maupun di luar Pengadilan)

2019
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan
bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi
dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan
sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas
dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat

dilihat pada Tabel berikut :
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Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama
Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Target Bulan | Realisasi bulan | Capaian
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan ke- ke- Kinerja
Kegiatan
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 1
1 2 3 4
Meningkatnya | \engumpulkan data dalam rangka menyiapkan
1 | mutu konsep usul prakarsa penyusunan peraturan Naskah i 1 1 1 1 1 100%
rancangan perundang-undangan
produk
hukum Mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul
daerah penyusunan peraturan perundang-undangan dari Data 1 1 1 1 1 1 100%
unit teknis
Mengumpulkan data sidang pembahasan dalam
rangka penyusunan program legislasi 1 ) ) ) ) ) 1000
daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan gta 00%
Kepala Daerah penetapan prioritas tahunan
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Data { ) ) ) ) ) 100%
rancangan peraturan perundang-undangan
Merumuskan rancangan peraturan perundang- Naskah ) ) ) ) ) ) 100%

undangan tingkat kesulitan I
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Mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Data

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

1 1 1 1 100%

Merumuskan konsep pengharmonisan, pembulatan,
dan pemantapan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I

Naskah

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
tanggapan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan

Data

1 1 1 1 100%

Merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan I

Naskah

1 1 1 1 100%

Menyusun notula/risalah rapat pembentukan
peraturan perundang-undangan, memorandum of
understanding, atau kontrak nasional/perjanjian
kerja sama, pengujian peraturan perundang-
undangan

Konsep

1 1 1 1 100%

Mengumpulkan data dalam rangka kajian atau
evaluasi peraturan perundang-undangan

Data

1 1 1 1 100%
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Merumuskan kajian atau evaluasi peraturan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

I . 1 1 1 1 100%
perundang-undangan tingkat kesulitan I HE 2l
Mengumpulkan data dalam rangka memberikan
konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah Data 1 1 1 1 100%
dan permasalahan hukum di daerah
Mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk .
hukum daerah Data ! ! ! ! 100%
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan

k . 1 1 1 1 100%
Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Bupati Datg
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
memorandum of understanding Data _ 1 _ _ 100%
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
kontrak nasional/perjanjian kerja sama Data 1 ) 1 1 100%
Mengumpulkan data dalam rangka kegiatan di
Bidang Bantuan Hukum (pada persidangan di Data - - - - -

Pengadilan maupun di luar Pengadilan)
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3.2. Pengukuran
Capaian perjanjian kinerja Jabatan Fungsional Tertentu
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan sampai Triwulan II sudah
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu 100%. Secara rinci
pencapaian target kinerja Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Target Bulan | Realisasi bulan | Persentase
NOl e e Indikator Kinerja Penjel'ftsan / Form Satuan ke- ke- Capaian
Kegiatan Hitungan
7 8 | 9 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6
Meningkatn | Mengumpulkan data dalam
ya mutu rangka menyiapkan konsep Jumlah naskah
1 | rancangan usul prakarsa penyusunan konsep peraturan Naskah il 1 1 1 1 1 100%
produk peraturan perundang- perundang-undangan
hukum undangan
daerah Mengumpulkan data dalam
rangka menelaah usul Jumlah data usulan
penyusunan peraturan penyusunan peraturan Data 1 1 1 1 1 1 100%
perundang-undangan dari unit | perundang-undangan
teknis
Mengumpulkan data sidang
pembahasan dalam rangka Jumlah data sidang
penyusunan program legislasi | pembahasan
daerah/program pembentukan | pembentukan Data | 1 1 1 1 1 100%
Rancangan Peraturan Kepala rancangan Peraturan
Daerah penetapan prioritas Kepala Daerah
tahunan
Mengumpulkan data dalam Jumlah data
rangka penyusunan rancangan | penyusunan peraturan Data 1 1 1 1 1 1 100%
peraturan perundang- perundang-undangan
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undangan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
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Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

Merumuskan rancangan

Jumlah naskah

peraturan perundang- rancangan peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
undangan tingkat kesulitan I perundang-undangan
Mengumpulkan data dalam
rangka pengharmonisan, Jumlah data konsepsi
pembulatan, dan pemantapan | rancangan peraturan Data 1 1 1 1 100%
konsepsi rancangan peraturan | perundang-undangan
perundang-undangan
Merumuskan konsep
pengharmonisan, pembulatan, | Jumlah naskah
dan pemantapan rancangan konsep peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
peraturan perundang- perundang-undangan
undangan tingkat kesulitan I
Mengumpulkan data yang akan | Jumlah data
dibahas dalam sidang Dewan rancangan peraturan Data 1 1 1 1 100%
Perwakilan Rakyat Daerah perundang-undangan
Mengumpulkan data dalam TR
rangka memberikan tanggapan [ emantn
pembentukan Data 1 1 1 1 100%

dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan

peraturan perundang-
undangan
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Merumuskan tanggapan
rancangan peraturan

Jumlah naskah

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan AL Pertama

Bay. Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. HSS

| rancangan peraturan Naskah 1 1 1 1 100%
perundang-undangan tingkat
. perundang-undangan
kesulitan I
Menyusun notula/risalah rapat
pembentukan peraturan
perundang-undangan, Jumlah konsep
memorandum of understanding, | notula/risalah rapat Konse ) ) ) ) 100%
atau kontrak pengujian peraturan P
nasional/perjanjian kerja perundang-undangan
sama, pengujian peraturan
perundang-undangan
Mengu mpglkan data dalam Jumlah data kajian
rangka kajian atau evaluasi
peraturan perundang- Data 1 1 1 1 100%
peraturan perundang-
undangan
undangan
Merumuskan kajian atau fﬁrrgiizr?iiii? asi
evaluasi peraturan perundang- Naskah 1 1 1 1 100%
. i peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan I
undangan
Mengumpulkan.data dalam | Jumlah data
rangka memberikan konsultasi K ltasi I
langsung terhadap produk onsultasi produ
hukum dan Data 1 1 1 1 100%

hukum daerah dan
permasalahan hukum di
daerah

permasalahan hukum
di daerah
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Mengumpulkan data dalam

Jumlah data pemetaan

1 1 1 1 100%

rangka pemetaan produk o (.} Data
hukum daerah
Mongunpulian fae am | Jumian dat

. 1 1 1 1 100%
Edaran, Instruksi/Keputusan penyusunan pata

. instrument hukum
Bupati
Mengumpulkan data dalam Jumlah data
rangka penyusunan penyusunan Data i ) i i 100%
memorandum of understanding | memorandum of
understanding

Mengumpulkan data dalam JunitEeTe
rangka penyusunan kontrak penyusunan perjanjian Data 1 . 1 1 100%
nasional/perjanjian kerja sama kerja sama
Mengumpulkan data dalam
rangka kegiatan di Bidang Jumlah data kegiatan
Bantuan Hukum (pada di bidang Bantuan Data - - - - -

persidangan di Pengadilan
maupun di luar Pengadilan)

Hukum
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3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian perjanjian kinerja untuk
Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai
Selatan sampai triwulan IV sudah mencapai target yang
dibebankan yaitu 100%.

Hingga berjalan triwulan IV tidak ada kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kerja. Kegiatan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum berjalan lancar.

3.4 Rencana Tindaklanjut
Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu rancangan produk hukum daerah.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

~ Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain........... (ditulis tangan bila ada ).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang

diperlukan dengan mencentang (V)
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan :
Pada Triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran

100,00% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target
indikator kinerja, antara lain:
1. Kurang koordinasi antara SKPD pemrakarsa pengusul draft

produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-undangan.

C. Saran/masukan
1. Perlu koordinasi yang baik antara SKPD pemrakarsa pengusul
draft produk hukum dengan bagian hukum dan perundang-
undangan sehingga perbaikan atau koreksi produk hukum

dan/atau instrument hukum lainnya berjalan lebih cepat;
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